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PEMBERIAN IZIN MASUK KEMBALI PADA PEMBERIAN ATAU PERPANJANGAN JANGKA
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WAKTU IZIN TINGGAL TERBATAS ATAU IZIN TINGGAL TETAP

Umum

Merujuk pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
yang menyatakan bahwa:

(1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang lzin Tinggal terbatas
atau Izin Tinggal Tetap.

(2) Pemegang lzin Tinggal Terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa
berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas.

(3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2
(dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

Bahwa dalam rangka mengantisipasi berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia mengenai Izin Tinggal perlu persiapan penyesuaian aplikasi kesisteman
secara bertahap sehingga perubahan regulasi, ketatalaksanaan dan prosedur standar
operasi dapat dipersiapkan dan disusun secara terencana guna lancar dan
terkendalinya pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam bidang Izin Tinggal.

Bahwa dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian hukum
kepada masyarakat, perlu menegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
tentang Pemberian Izin Masuk Kembali dalam Pemberian atau Perpanjangan jangka
waktu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman,
petunjuk teknis dan menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan pemberian Izin
Masuk Kembali pada pemberian atau perpanjangan jangka waktu lzin Tinggal
Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;

b. Tujuan Surat Edaran ini untuk menciptakan kejelasan, ketertiban dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pemberian lzin Masuk Kembali pada pemberian atau
perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan pemberian pemberian
Izin Masuk Kembali pada pemberian atau perpanjangan jangka waktu lzin Tinggal
Terbatas atau l1zin Tinggal Tetap.



4. Dasar

a.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5409);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun
2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-
1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas,
Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Cap Keimigrasian.

Untuk melakukan hal sebagai berikut:
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Melaksanakan Pasal 91 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.02-12.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan,
Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;

Memproses pemberian Izin Masuk Kembali secara bersamaan dengan permohonan
pemberian atau perpanjangan lzin Tinggal Terbatas termasuk Izin Tinggal Terbatas Saat
Kedatangan, Izin Tinggal Terbatas 90 (sembilan puluh) hari, Perpanjangan Izin Tinggal
Terbatas 30 (tiga puluh) hari, Izin Tinggal Terbatas Perairan dan Izin Tinggal Tetap;

Pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan:

a.

pemegang lzin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu 2 (dua) tahun diberikan Izin
Masuk Kembali dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan membayar biaya Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan
masa berlaku 2 (dua) tahun;

pemegang lzin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun
namun lebih dari 1 (satu) tahun, diberikan Izin Masuk Kembali sesuai dengan jangka
waktu lzin Tinggal Terbatasnya dan membayar PNBP Izin Masuk Kembali untuk
beberapa kali perjalanan masa berlaku 2 (dua) tahun;

pemegang lzin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu 1 (satu) tahun diberikan 1zin
Masuk Kembali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan membayar biaya PNBP Izin
Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 1 (satu) tahun;
pemegang lzin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun
namun lebih dari 6 (enam) bulan diberikan Izin Masuk Kembali sesuai dengan jangka
waktu Izin Tinggal Terbatasnya dan membayar biaya PNBP Izin Masuk Kembali
untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 1 (satu) tahun;

pemegang lzin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
diberikan Izin Masuk Kembali dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan
membayar biaya PNBP Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan masa
berlaku 6 (enam) bulan;

pemegang lzin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan atau perpanjangan Izin Tinggal
Terbatas dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari diberikan Izin Masuk Kembali






